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PANTANGAN MELEWATI  SUNGAI  DEWANA BAGI CALON MEMPELAI 

MENURUT HUKUM ISLAM  (STUDI KASUS DI DESA KEMBARAN 

KECAMATAN KEMBARAN) 

ABSTRAK 

 

TRIO SYAEFULLOH 

NIM. 1522302075 

 

Pernikahan merupakan implementasi dari naluri setiap manusia, 

sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur’an yang menerangkan bahwa 

manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Hal tersebut menjadikan 

perkawinan bersifat sakral yang dikemas dalam tradisi yang hidup dalam 

masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat ragam upacara pernikahan yang 

dikemas dengan tradisi. Salah satunya yang terdapat di Desa Kembara, Kec. 

Kembaran, Kab. Banyumas dalam melangsungkan upacara  penikahan yaitu 

larangan melintasi Sungai Dewana bagi orang yang akan menikah. Fokus 

pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai “Pantangan Pernikahan 

Melewati Sungai Dewana dalam Perspektif Hukum Islam”.  

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dengan 

pendekatan normatif-sosiologis yang sumber datanya diperoleh secara langsung 

dari masyarakat yang telah melakukan pantangan pernikahan melewati Sungai 

Dewana di Desa Kembaran. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan 

dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan 

teknik deskriptif analisis. 

 Penulis merumuskan beberapa kesimpulan tradisi pantangan melewati  

Sungai  Dewana bagi calon mempelai jika dilihat dari perspektif ‘Urf , dari segi 

objeknya larangan pernikahan ini masuk dalam kategori ‘urf fi’li > yaitu kebiasaan 

dalam bentuk perbuatan menghindari aliran sungai Duwana bagin calon mempelai 

ketika akan temu pengantin mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Adapun 

dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, pantangan pernikahan ini masuk 

dalam kategori ‘urf kha>s, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang yang 

masih mempercayai tradisi pantangan melewati  Sungai  Dewana bagi calon mempelai 

di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran.  Kemudian jika dilihat dari segi penilaian 

baik dan buruknya masuk dalam kategori ‘urf fa>sid karena pantangan melewati  

Sungai  Dewana bagi calon mempelai ini bertujuan untuk menghindari terjadinya 

musibah atau malapetaka bahkan kematian disalah satu pengantin apabila tetap 

melanggar pantangan tersebut. Kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat ini 

bertentangan dengan dalil-dalil syara’. 

 

 

Kanta kunci: Pantangan Pernikahan, Tradisi, ‘Urf. 
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MOTTO  

 

 مُ َكَّمَة الَْعَادَةُ 

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.  

Huruf Arab Nama 
Nama Huruf 

Latin 
Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Tsa ṡ ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 H ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa’ ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 



 

 

xi 

 

 

 ẓa’ ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ‘ ain‘ ع
koma terbalik di 

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap  

    Ditulis   Qurrah قرةّ

 Ditulis Riqqun رقُّ 

 

Ta’ Marbūţah di akhir kata  

a. Bila dimatikan  tulis h    

     Ditulis S{alih{ah صاُلحة

 Ditulis     Alfah ألفة

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya)  



 

 

xii 

 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 Ditulis Qurrah al-‘Uyu>n قرةُّالعيون

c.  Bila ta’ marbūţah hidup atau dengan harakat, fatĥah atau kasrah atau 

ďammah ditulis dengan t  

 }Ditulis S{alāt al-Fard صلاةُالفرض

Vokal Pendek  

 Fathah Ditulis A ـــــــــ َ ــــــــــ

ــــــــــــــــــ ِ   Kasrah Ditulis I 

 Dhammah Ditulis U ــــــــــ ُ ـــــــــ

 

Vokal Panjang   

1 
Fatĥah + alif 

 Ditulis جارية
Ā 

Ja>riyah 

2 
Fatĥah + ya‟ mati 

 Ditulis حتُّ
Ā 

H{atta> 

3 
Kasrah + ya‟ mati 

 Ditulis تبديل
Ī 

Tabdi>l 

4 

Ďammah +wāwu 

mati 

 تخون
Ditulis 

Ū 

Takhu>n 

 

Vokal Rangkap   

1 
Fatĥah + ya’ mati 

 Ditulis Bainakum بينكم

2 
Fatĥah + wawu mati 

 Ditulis Qaul قول
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Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof  

 Ditulis Ra’in راء

 Ditulis At{a’nakum أطعنكم

 Ditulis Yu’tabaru يعتبر

 

Kata Sandang Alif +Lam  

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah  

 Ditulis al-Wadu>da الودود

 Ditulis al-Umama الامم

 

b. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  l (el)-nya.  

   Ditulis as-Su>’u السّوء

 Ditulis الزّوج
az-Zauj 
 

 

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya  

 Ditulis Yaum al-Qiya>mah يومُالقيامة

 اهلُالسنة
Ditulis Ahl as-sunnah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi 

manusia sebagai sarana berkembang biak dan kelestaraian hidupnya.
1
 Allah tidak 

menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti 

nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak 

beraturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka 

Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan 

demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat 

berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.
2
 

Pernikahan merupakan suatu yang disyari’atkan dalam agama Islam, sesuai 

dengan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi :   

ف  قَراَءَُي غنِهِم ُٱللَّه ُمِنُفَُ لِحِيَنُمِنُعِبَادكِ مُوَإِمَائِك مُإِنُيَك ون واُْ ُمِنك مُوَٱلصَّم ىَم ٱلَأيَمَ ُوَٱللَّهُ ُ ۦۗضلِهُِوَأنَكِح واُْ
سِعُ   عَلِيمُومَ

 
”Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”
3
  

                                                 
1
 Ahmad Azhar  Basyir.  Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: Pustaka, 1996), hlm. 60. 

2
 Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan pada Adat Jawa Dalam Prespektif 

Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)”  Journal Usratuna, Vol. 1, 

No. 2, (hlm. 11. 
3
 Departemen Agama RI , Al-Quran dan terjemahnya Al-Juma>natul ‘Ali> (Jakarta: CV 

Penerbit J-Art, 2005), hlm. 355. 
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Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 

berasal dari  kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling 

memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wat{hi).4 Dalam sudut 

pandang yang lain, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang suci kuat 

dan kokoh mis|a>qon gali>z}a>n untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, 

kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.
5
  

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin anatara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga yang bahagia) yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha 

Esa. Undang-undang tersebut merumuskan bahwa ikatan suami-istri berdasarkan 

Ketuhan Yang Maha Esa.
6
 Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada 

kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai 

pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga Islam menetapkan dan 

memandang pentingnya pernikahan, sehingga suatu perkawinan hendaknya harus 

memalui dan mempertimbangkan dasar agama, moral dan sosial.
7
  

                                                 
4
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), hlm. 7. 

5
 Kusul Kholik, Mitos-Mitos Penghalang, hlm. 2. 

6
 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek : 

dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 34, 

(Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004), hal. 537. 
7
 Kusul Kholik, Mitos-Mitos Penghalang, hlm. 2. 
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Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman. Baik itu 

etnik, budaya, adat maupun agama. Kebudayaan yang tersebar diseluruh bangsa 

Indonesia sangatlah beragam macam maupun bentuknya. Salah satu bentuk dari 

hasil kebudayaan adalah perkawinan. Perkawinan secara adat merupakan salah 

satu unsur kebudayaan yang sangat luhur serta mempunyai nilai tinggi. Antara 

suku dan daerah-daerah berlainan memiliki ciri khas perkawinan menurut adatnya 

masing-masing yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka 

yang dijadikan sebagai landasan hidup bermasyarakat di daerah tersebut.
8
 

Dalam tradisi yang mencakup adat-istiadat perkawinan suatu daerah, selain 

memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, 

terdapat pula tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan calon 

pengantin dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga perkawinan ini 

dapat pengabsahan di masyarakat. Keanekaragaman tradisi ini sendiri merupakan 

sebuah gambaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat 

menghormati dan menjaga kekayaan tradisi yang ada.  

Dalam Islam pun adat atau tradisi juga sangat dihargai. Adat atau tradisi 

dalam Islam biasa disebut dengan ‘Urf. ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal 

oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, 

                                                 
8
 Pitroh Nikmatul Jannah, “ mlumah murep sebagai tabu perkawinan lintas desa pada 

masyarakat desa bendo kecamatan gondang kabupaten tulungagung”, Skripsi (Semarang : 

Universitas Negeri Semarang, 2016). 
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perbuatan atau keadaan meninggalkan.
9

 Sehingga, hal inilah yang membuat 

manusia memiliki norma atau aturan tersendiri di setiap wilayahnya. 

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. 

Pernikahan yang sah harus pula memperhatikan larangan-larangan dalam 

pernikahan. Larangan pernikahan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak 

boleh dinikahi serta keadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan.  

Dalam hukum Islam larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan 

abadi, dan kedua larangan sementara.
10

 

Larangan abadi (muabbad), seperti berlainan agama, hubungan darah, 

hubungan susuan dan hubungan semenda. Sedangkan larangan dalam waktu 

tertentu seperti: wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan 

pria lain, seorang wanita yang masih dalam masa iddah, seorang wanita yang 

tidak beragama Islam, wanita yang ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan 

bekas suaminya, perkawinan orang yang sedang ihram, dan menikah dengan 

pezina.
11

 

Selain hukum Islam, di dalam sistem adat pun juga mengenal adanya 

larangan pernikahan. Namun aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui apa 

yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Larangan dalam hukum adat ini 

misalnya menggunakan istilah sumbang, pamali, pantang, dan sebagainya. 

                                                 
 
9
 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123. 

10
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, hlm. 103. 

11
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 

75. 
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Masyarakat dalam kaitannya dengan perkawinan masih banyak 

menggunakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya. Menurut Van Dijk yang 

memberikan pengertian bahwa perkawinan menurut hukum adat sangat erat 

hubungannya dengan famili, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi. Hal ini 

berbeda dengan perkawinan pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa 

perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.
12

 

Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas terdapat suatu 

tradisi adat yang hingga saat ini berkembang dan tetap dilaksanakan, yaitu adanya 

tradisi pantangan melintasi Sungai Dewana bagi orang yang akan menikah. 

Pantangan menikah yang dimaksud adalah larangan untuk melintasi aliran sungai 

dawana bagi mempelai laki-laki dan perempuan yang rumahnya dipisahkan oleh 

Sungai Dewana. Namun apabila terjadi pernikahan anggota masyarakat yang 

rumahnya dipisahkan oleh sungai dawana, maka diharuskan mengambil jalan 

memuutar terlebih dahulu melewati jalan lain yang tidak dilaliri sungai tersebut. 

Kepatuhan terhadap pantangan pernikahan tersebut dicontohkan oleh Dwi 

Rochmatulloh, ketika menuju rumah mempelai wanita untuk melangsungkan 

pernikahan yang bertempat di Desa Karanglewas. Perjalanan menuju tempat 

mempelai wanita melalui jalan yang tidak dialiri Sungai Dewana  yaitu  terlebih 

dahulu melewati Desa Banteran Kecamatan Sumbang.
13

 Dan juga Bapak Hadi, 

ketika ia melangsungkan pernikahan di rumah calon mempelai wanita di Desa 

                                                 
12

 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam kajian kepustakaan (Bandung: 

Alfabet, 2013), hlm. 222. 
13

 Hasil Wawancara dengan Saudara Dwi Rochmatullah Pelaku Peraktik Pantangan pada 

hari Minggu, 9 Agustus 2020 Pukul 13.45. 
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Karangsari, secara geografis letak Desa Kembaran dengan Desa Karangsari 

berdampingan. Akan tetapi, karena kedua desa tersebut dibatasi oleh Sungai 

Dewana, Maka Pak Hadi harus memuter terlebih dahulu.
14

 

Adat pantangan pernikahan seperti ini seperti sudah menjadi keyakinan 

yang dijadikan pedoman dan diterapkan pada masyarakat Desa Kembaran 

Kecamatan Kembaran. Jika tidak, maka mereka meyakini akan terjadi bencana, 

salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, sulit rezekinya, perkawinan 

tidak bahagia, dan hal-hal jelek lainnya. Padahal jika dilihat dari kacamata 

pernikahan dalam hukum Islam sudah jelas tidak ada larangan yang menjelaskan 

hal tersebut. 

Paparan di atas melahirkan ketertarikan peneliti sebagai akademisi untuk 

melakukan penelitian. Maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke 

dalam sebuah judul skripsi yang berjudul PANTANGAN MELEWATI  SUNGAI  

DEWANA BAGI CALON MEMPELAI MENURUT HUKUM ISLAM  (STUDI 

KASUS DI DESA KEMBARAN KECAMATAN KEMBARAN). 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan maksud penulis, 

maka perlu sekali adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam 

penelitian ini diantaranya, yaitu:  

 

                                                 
14

 Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Pelaku Peraktik Pantangan pada hari Minggu, 30 

Agustus 2020 Pukul 18.30 
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1. Pantangan 

Pantangan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) yang terlarang menurut 

adat atau kepercayaan.
15

 Maksud dari pantangan ini ialah larangan pernikahan 

terhadap pengantin baru  melewati Sungai Dewana ketika temu pengantin.  

2. Sungai Dewana 

Sungai Dewana yang dimaksud ini ialah sungai yang sumber mata air 

pertamanya di Desa Banteran Kecamatan Sumbang yang mengalir sampai ke 

Desa Kembaran sebagai pembatas wilayah antara Desa Kembaran Kecamatan 

Kembaran dengan Desa Karangsari Kecamatan Kembaran Kabupaten 

Banyumas. Lalu mengalir sampai Desa Pliken dan di sana sungai ini berganti 

nama menjadi Sungai Kali Sogra.
16

 

3. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan Utusan-Nya 

yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab, dan 

halangan untuk suatu perbuatan hukum.
17

 Dalam hal ini penulis 

menggunakan metode Hukum Islam yaitu ‘Urf . 

 

                                                 
15

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2001), hlm. 958. 
16

 Hasil Wawancara dengan Bapak Muslim Masyarakat Desa Kembaran Kecamatan 

Kembaran pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 Pukul 16.30. 
17

 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 27. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik pantangan melewati  Sungai  Dewana bagi calon mempelai di 

Desa Kembaran Kecamatan Kembaran ?  

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pantangan melewati  Sungai  

Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pantangan pantangan melewati  Sungai  

Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran.  

2. Untuk mengetahui bagimana pandangan Hukum Islam terhadap pantangan 

melewati  Sungai  Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan 

Kembaran. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi khazanah 

keilmuan yang bermanfaat, dengan beberapa klasifikasi sebagaimana berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan tentang pantangan melewati  Sungai  Dewana bagi calon 

mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten 

Banyumas. 

2. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah 

khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat lebih mengetahui 

bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap adanya tradisi pantangan 
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melewati  Sungai  Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

F. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, penulis menelaah 

kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan dengan 

permasalahan pantangan pernikahan yang memiliki relevansi dengan 

permasalahan yang akan dikaji sebagai pijakan dan juga arah dari kajian ini. 

Masyarakat dalam kaitannya dengan pernikahan masih banyak 

menggunakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya.  Seperti dalam skripsi yang 

ditulis Marlina, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Ampel 

tahun 2010 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan 

Perkawinan Jejer Wuwung Di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten 

Nganjuk. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pantangan pernikahan Jejer Wuwung 

yaitu seorang wanita dan laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan lawan 

jenis mereka yang tempat tinggalnya menghadap ke satu arah yang sama dengan 

satu jalan dalam satu wilayah.
18

 Sehingga, fokus permasalahan yang dibahas ialah 

tentang pernikahan yang termpat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap 

ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah. Keduanya 

menggambarkan masing-masing praktek pelaksanaan pernikahan adanya aturan 

larangan di kedua daerah tersebut. Akan tetapi, ada perbedaan dimana 

permasalahan penulis berupa larangan pernikahan melewati Sungai Dewana. 

                                                 
18

 Marlina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan Perkawinan Jejer Wuwung Di 

Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk”, Skripsi ( Surabaya : IAIN Sunan 

Ampel, 2010). 
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Selain itu, dalam skripsi yang ditulis oleh Fitri Puji Astuti, Mahasiswa 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 

tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Saad Al-Dzari’ah Terhadap Praktik 

Pantangan Perkawinan Kidul Wetan (Tenggara) Dengan Lor Kulon (Barat Laut) 

(Studi Kasus Di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec.Pandak, Kab. Bantul). Dalam 

skripsi tersbut menjelaskan tentang praktik pantangan perkawinan kidul wetan 

(tenggara) dengan lor kulon (barat laut), perkawinan tersebut merupakan 

perkawinan berdasarkan arah kediaman masing-maing calon mempelai.
19

 Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan perspektif teori Saad al-Dzari’ah sebagai 

analisis permasalahan tersebut.  

Selanjutnya, dalam skripsi yang ditulis oleh Septi Muslimah, Mahasiswa 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 

yang berjudul Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen 

Gunung Kidul (Tinjauan Normatif sosiologis). Menjelaskan tentang larangan 

nikah adu kalen yang dimaksud ketika tempat tinggal kedua calon mempelai ini 

secara geografis dalam satu pedusunan berada diantara dua tempat yang 

bersebrangan dipisahkan oleh kalen (sungai kecil).
20

 Meskipun judul ini sekilas 

sama dengan judul peneliti tapi terdapat perbedaan mendasar, yaitu dalam 

penelitian yang akan dibahas adalah larangan menikah melewati Sungai Dewana 

sedangkan dalam judul tersebut larangannya berfokus pada tempat tinggal kedua 

calon mempelai yang dipisahkan oleh sungai kecil. 

                                                 
19

 Fitri Puji Astuti, “Tinjauan Saad Al-Dzari’ah Terhadap Praktik Pantangan Perkawinan 

Kidul Wetan (Tenggara) Dengan Lor Kulon (Barat Laut) ( Studi Kasus Di Dukuh Pandak, Desa 

Wijirejo, Kec.Pandak, Kab. Bantul”, Skripsi ( Semarang : UIN Walisongo, 2018).  
20

 Septi Muslimah, “Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen 

Gunung Kidul (Tinjauan Normatif sosiologis)”, Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005). 
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Selanjutnya, dalam skripsi yang ditulis oleh Leni Tri Wulandari, Mahasiswa 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2017 yang berjudul 

Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat 

Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Antara Dukuh Jaten Desa 

Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali. Menjelaskan tentang larangan pernikahan seseorang dilarang menikah 

antar dukuh karena ada kepercayaan turun temurun dari zaman dahulu. Metode 

yang digunakan penelitian ini deskriptif kualititatif dengan pendekatan yuridis 

normative dan sosiologis.
21

 

Penelitian yang dilakukan dari masing-masing skripsi diatas memang 

memiliki kesamaan yaitu membahas pantangan atau larangan pernikahan. Namun, 

terdapat perbedaan dari setiap pantangan atau larangan pernikahan  yang 

ditunujukkan. Oleh sebab itu, penulis mencoba meneliti permasalahan 

pembahasan tentang pantangan melewati  Sungai  Dewana bagi calon mempelai di Desa 

Kembaran, Kecamatan Kembaran, Babupaten Banyumas. 

G. Sistematika Pembahasaan  

Dalam menyusun skripsi ini penulis membagi kedalam beberapa bab dan 

masing-masing bab mencangkup beberapa sub bab yang berisi sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka 

dan sistematika pembahasan. 

                                                 
 

21
 Leni Tri Wulandari, “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada 

Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo 

Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali”, Skripsi (Salatiga: 

IAIN Salatiga, 2017). 
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Kemudian dalam bab kedua, terdiri dari 2 sub bab antara lain konsep 

pernikahan dan yang kedua konsep ‘urf. Masing masing memiliki subab tersendiri 

yaitu pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun 

pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan dan larangan pernikahan. Lalu, pada 

konsep ‘urf  terdiri dari pengertian ‘urf, dasar hukum ‘urf, macam-macam ‘urf, 

syarat-syarat, dan terakhir kedudukan ‘urf..  

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, teknik sampling, sumber data, tempat penelitian, 

pengumpulan data serta teknik analisis data.  

Bab keempat, berisi tentang data dan analisis terhadap praktik pantangan 

melewati  Sungai  Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan 

Kembaran. serta pandangan Hukum Islam tentang pantangan melewati  Sungai  

Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran.   

Bab kelima, penutup berisi tentang kesimpulan dan sara
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BAB II 

KONSEP PERNIKAHAN ISALM DAN KONSEP ‘URF 

A. Konsep Pernikahan Islam 

 

1. Pengertian Pernikahan 

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku bagi seluruh 

manusia. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi 

manusia sebagai sarana berkembang biak dan kelestaraian hidupnya. Melalui 

pernikahan yang disyariatkan Allah manusia dapat mewujudkan tujuan hidup 

tenteram dan bahagia.
22

 

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari  kata nikah yang 

menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan 

untuk arti bersetubuh ( wat{i’). Kata Nikah sendiri sering dipergunaan untuk arti 

persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.
23

 

 Adapun menurut syara’ nikah berarti : Akad yang menyebabkan bolehnya 

melakukan istimta>’ (campur) dengan seorang wanita, dan ini dapat terjadi jika 

wanita ini bukan orang yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab, sesusuan 

dan hubungan semenda.
24

 Menurut fuqaha memberikan definisi secara umum 

diartikan akad zawa>j adalah pemilikan sesutatu melalui jalan yang disyariatkan 

dalam gama. Sebagaimana kata zawa>j diucapkan pada akad atau transaksi, kata

                                                 
22

 Ahmad Azhar  Basyir.  Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Pustaka, 1996), hlm. 

60. 
23

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, hlm. 7. 
24

 Muhammad Faisal Hamdani, Nikah Mut’ah Analisis Perbandingan Hukum Antara 

Sunni dan Syi’ah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 17. 
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nikah juga banyak diucapkan dalam akad. Menurut kata nikah diartikan ad{-D{amm 

(berkumpul atau bergabung) dan al-ikhtilat{  (bercampu).
25

 

Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah 

diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri 

dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri 

dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal Musytarak 

(mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan ad{-D{amm 

(bergabung secara mutlak) dan al-ikhtilat{  (percampuran). Makna percampuran 

bagian dari ad{-D{amm (bergabung) karena adh-dhamm meliputi gabungan fisik 

yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan yang lain; 

yang satu gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.
26

 

Menurut undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan 

bahwa yang dinamakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
27

  

Dalam sudut pandang yang lain, perkawinan diartikan sebagai suatu 

perjanjian yang suci kuat dan kokoh mis|a>qon gali>z}a>n untuk hidup bersama secara 

sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang 

kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Adapun yang 

dimaksud dengan ikatan yang kekal, yakni ikatan pernikahan bukanlah sembarang 

                                                 
25

 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat 

Khitbah, Nikah, dan Talak, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 36 
26

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqi, hlm. 38. 

 
27

 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang, hlm. 537. 
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ikatan belaka, tetapi ikatan yang mengandung berbagai ketentuan dan hukum yang 

dapat berlangsung lama hingga meninggalnya pihak-pihak yang mengadakan 

ikatan tersebut.    

Dengan demikian, dari segi hukum, jelaslah bahwa perkawinan adalah salah 

satu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab 

sahnya status sebagai suami isteri dan di halalkannya hubungan seksual dengan 

tujuan mencapai keluarga yang tentram (sakinah), penuh kasih sayang, penuh 

kebajikan dan kerelaan untuk saling menyantuni. 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

 

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga 

disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur’an untuk 

melaksanakan p ernikahan.
28

 Diantara-Nya dalam surat An-Nur 32 :  

ٱلأَُ ىَمُوَأنَكِح واُْ لِحِيَنُمِنُعِبَادكِ مُوَإِمَاُيَمَ ف  قَراَُي غُئِك ممِنك مُوَٱلصَّم وَٱللَّه ُۗ  ُفَضلِهُِ ٱللَّه ُمِنُنِهِمُ إِنُيَك ون واُْ

سِعُ   عَلِيمُ  ومَ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 

laki-laki dan perempun. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Alla Maha Luas 

(pemberianNya), Maha Mengetahui.
29

 

                                                 
28

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan, hlm. 43. 
29

 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 

354. 
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Begitu juga suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan pernikahan. 

Di antaranya, seperti dalam hadis Nabi. 

ثَنُِِع مَارَة ُعَنُْعَبْدُِالرَّ ُقاَلَُحَدَّ ثَ نَاُالْأَعْمَش  ثَ نَاُأَبُِحَدَّ ُحَفْصُِبْنُِغِيَاثٍُحَدَّ ُبْن  ثَ نَاُع مَر  حْْمََنُِبْنُِحَدَّ

ُمَعَُعَلْقَمَةَُوَالْأَسْوَدُِعَلَىُعَبْدُِ كُ نَّاُمَعَُالنَّبُِِّصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُُيزَيِدَُقاَلَُدَخَلْت  اللَّهُِفَ قَالَُعَبْد ُاللَّهِ

ُمَعْشَرَُالشَّبَابُِمَنُْاسْتَُ ُوَسَلَّمَُياَ ُاللَّهُِصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهِ ُشَيْئًاُفَ قَالَُلَنَاُرَس ول  ُلَاُنََِد  ُالْبَاءَةَُشَبَاباً ََ طَاَ

يَسْتَطَِعُْفَ عَلَيْهُِباِلصَّوْمُِفإَِنَّه ُلَه ُوِجَاءُ ُفَ لْيَتَ زَوَّجُْفإَِنَّهُ  ُللِْبَصَرُِوَأَحْصَن ُللِْفَرجُِْوَمَنُْلََُْ  30أغََضُّ

Telah menceritakan kepada kami ‘Amaru ibn H}afs{i ibn Giya>s|i, Telah 

menceritakan kepada kami bapakku, Telah menceritakan kepada kami al-

A'masy, ia berkata; Telah menceritakan kepadaku ‘Uma>rah, dari 

Abdurrahman ibn Yazi>d, ia berkata; Aku, al-‘Alqamah dan al-Aswad 

pernah menemui ‘Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, 

kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, 

kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah 

mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu 

dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. 

Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu 

dapat meredakan nafsunya." 

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah pertama, 

sifat syara’ pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. 

Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara’, hukum 

perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang 

suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap 

mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan 

                                                 
30

 Muhammad Ibn Isma>’i>l Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Bukha>ri, (Beirut: Da>r Al-Fikr, t.t), Hadis no. 

4677 dan 4678. 
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pergaulan yang baik. Dalam makna hukum yang dimaksudkan di sini makna yang 

pertama, yaitu sifat syara’. Maksudnya hukum yang ditetapkan syara’ apakah 

dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut hukum taklifi (hukum 

pembebanan) menurut ulama ushul fiqh.
31

 

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad  yang 

membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak 

dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah boleh 

atau mubah. Namun dengan melihat sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah 

Rasul, tentu tidak mungkin bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata 

mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad 

perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad 

perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.
32

 

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi 

mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan 

hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. 

Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai 

dengan kondisi yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak. 

Maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, haram, sunnah, 

makruh ataupun mubah. Adapun keterangan kelima hukum tersebut adalah 

sebagai berikut
33

: 

                                                 
31

 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih, hlm. 43. 
32

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan, hlm. 43. 
33

 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih , hlm. 44-47. 
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a. Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang   yang memiliki kemampuan 

biaya nikah,  mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik 

dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan 

melakukan perzinaan apabila tidak menikah.   

b. Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampun nafkah 

nikah dan yakin akan terjadi penganiayaaan jika menikah. Jika seseorang 

menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab 

kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan 

menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.  

c. Hukum nikah sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan 

kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak nikah 

tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan 

bagi orang tersebut adalah sunnah.  

d. Hukum nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. 

Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak 

dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi 

penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.  

e. Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir 

dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak 

dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri. 

3. Syarat dan Rukun Pernikahan 

 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 
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kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 

sesuatu yang harus diadakan. Dalam  suatu acara pernikahan umpamanya rukun 

dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila 

keduanya tidak ada atau tidak lengkap.
34

  

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun yaitu 

sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan 

(ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam 

pernikahan harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 

perempuan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), teteapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki atau 

perempuan itu harus beragama islam.
35

 

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas
36

 : 

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan. 

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap 

sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.  

c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang 

saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.  

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya 

dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.  

                                                 
34

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan, hlm. 59. 
35

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, hlm. 45. 
36

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, hlm. 46-47. 
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e. Menurut Imam Malik mahar atau maskawin nikah itu sebagai rukun 

pernikahan. 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. 

Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan 

adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-

syarat sahnya perkawinan itu ada dua
37

 : 

a. Calon mempelai perempuan halal diikahi oleh laki-laki yang ingin 

menjadikan istrinya. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram 

dinikahi, baik haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-

lamanya. 

b. Akad nikah dihadiri saksi. 

Syarat-syarat saksi, berakal; baligh; merdeka bukan budak; islam; kedua 

orang saksi itu mendengar. 

Adapun undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 6 syarat-syarat 

pernikahan menyebutkan
38

: 

a. Pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.  

b. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.  

c.  Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud 

                                                 
37

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, hlm. 49. 
38

 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang, hlm.  
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ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 

orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.  

d.  Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali 

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam 

keadaan menyatakan kehendaknya.  

e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), 

(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 

menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal 

orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut 

dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang 

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.  

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 

 

Tujuan pernikahan menurut agama  Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka endirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajibn anggota keluarga; sejahtera 

artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan 
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hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antara 

anggota keluarga.
39

 

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan 

nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan 

penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, agama. Di antara yang terpenting 

adalah sebagai berikut
40

 : 

a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara 

keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke 

masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup 

dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.  

b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya 

terdapat ha-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan 

merasa adanya ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu 

ikatan ruhani dan jiwa yang membuat tinggi drajat manusia dan menjadi 

mulia daripada  tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat 

antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri 

ssungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang. 

c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan 

dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamka dalam 

agama. Karena nikah memperbolehkan masing pasangan melakukan hajat 

biologisnya secara halal dan mubah.  

                                                 
39

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, hlm. 22. 
40

 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih, hlm. 39-

41. 
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d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi 

terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri 

dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran 

terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan 

memberikan petunjuk jalan agama.  

Sedangkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam penikahan itu antara 

lain
41

 : 

a. Menjalankan dan mengikuti perintah agama. 

b. Menghindari perbuatan zina dan maksiat lain. 

c. Menentramkan lahiriah dan batiniah. 

d. Mendorong untuk bekerja dan mencari harta dengan giat. 

e. Membentuk generasi penerus keluarga dan penerus agama. 

 

5. Larangan Pernikahan 

 

Meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang 

ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi 

pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. 

Halangan perkawinan itu disebut juga dengan laragan pernikahan.
42

 Larangan 

pernikahan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi serta 

keadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan.  

                                                 
41

 Didi Jubaedi Ismail dan maman Abdul Djaliel, Membina Rumah Tangga Islam di Bawah 

Rida Illahi (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 77. 
42

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan, hlm. 109. 
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Dalam hukum Islam larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan 

abadi, dan kedua larangan sementara.
43

 Larangan yang bersifat abadi terbagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu
44

: 

a. Larangan perkawinan karena pertalian nasab. 

Larangan perkawinan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam 

surat An-Nisa’ ayat 23 : 

ُٱ ُٱلْأَخُِوَبَ نَات  ت ك مُْوَبَ نَات  لمَ ت ك مُْوَخمَ ت ك مُْوَعَمَّم ت ك مُْوَبَ نَات ك مُْوَأَخَومَ  ...لْأ خْتُِح رِّمَتُْعَلَيْك مُْأ مَّهمَ

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;...
45

 

1) Ibu; yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam gais 

keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (bik dari pihak ayah maupun pihak 

ibu dan seterusnya keatas). 

2) Anak perempuan; yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, 

baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan dan seterusnya kebawah. 

3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja. 

4) Bibi; yaitu saudara perempuan ibu atau ayah, baik saudara sekandung ayah 

atau seibu dan seterusnya keatas. 

                                                 
43

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, hlm. 103. 
44

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh, hlm. 104-105. 
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5) Kemenakan (keponakan) perempuan; yaitu anak perempuan saudara laki-

laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.  

b. Larangan perkawinan karena hubungan persusuan. 

Larangan perkawinan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam 

lanjutan surat An-Nisa’ ayat 23 diatas : 

عَةُِ ت ك مُمِّنَُٱلرَّضمَ ت ك م ُٱلَّمتُِأرَْضَعْنَك مُْوَأَخَومَ  ...وَأ مَّهمَ

ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu 

sesusuan;...
46

 

Persusuan (radhā’ah), menurut pandangan para ulama, bahwa 

larangan kawin karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita 

ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan 

metode tertentu.
47

 Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi 

beberapa syarat yaitu usia anak yang menyusu, kadar susuan dan cara 

menyusu. Rincian hubungan susuan yang dilarang yaitu
48

 : 

1) Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seseorang perempuan 

yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagi ibu bagi anak 

yang disusui itu, sehingga haram melakukan pernikahan. 

                                                 
 

46
 Departemen Agama RI, al-Quran, hlm. 81. 
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2) Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami 

yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti 

ayah bagi anak susan. 

3) Bibi susuan: yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara 

perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas. 

4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari sudara ibu 

susuan. 

5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu 

saja. 

c. Larangan perkawinan karena hubungan semenda. 

Larangan perkawinan karena hubungan semenda berdasarkan pada 

firman Allah dalam lanjutan surat An-Nisa’ ayat 23 : 

ُفإَِنُْلََُْ  تُِدَخَلْت مُْبِِِنَّ تُِفُِح ج وركِ مُْمِنُْنِسَائِك م ُاللاَّ ُنِسَائِك مُْوَرَباَئبِ ك م ُاللاَّ تَك ون واُوَأ مَّهَات 

ِِينَُمِنُْأَصْلَابِك مُْدَخَلْت مُْبِِِنَُّفَلَاُج نَاحَُعَلَيْك مُْوَحَلَاُ ُُُ...ُئِل ُأبَْ نَائِك م ُالَّ  

ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 

belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 

tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-

isteri anak kandungmu (menantu)...
49
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Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan mas}a>harah atau 

perkawinan kerabat semenda yaitu
50

 : 

1) Mertua, nenek istri dan seterusnya ke atas. 

2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami 

dengan ibu anak tersebut. 

3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. 

4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya 

hubungan seksual antara ibu dengan ayah. 

Selain bentuk larangan perkawinan tersebut di atas, yang berkaitan dengan 

nasab, persusuan dan musaharah, ada beberapa larangan yang diperselisihkan, 

yaitu: 

a. Sumpah Li’an 

Li’an yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh-menuduh antara suami 

istri tentang zina dimana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak 

yang dalam kandungannya terjadi dari zina, sedangkan istrinya menolak 

tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendiriannya, dimana 

suami menguatkan tuduhannya sedangkan istrinya menguatkan bantahannya. 

Maka cerailah antara suami dan istri tersebut, untuk selamanya.
51

  

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan 

empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang 

kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah 
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apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari 

hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami diatas empat kali dan yang 

kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami 

itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li’an . Jika terjadi sumpah li’an 

antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk 

selamanya.52  

b. Zina (Perzinaan)  

Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dengan perempuan 

pelacur atau perempuan baik-baik dengan laki-laki pezina, tidak dihalalkan, 

kecuali setelah masing-masing mengatakan bertaubat.Sehubungan dengan 

perkawinan laki-laki dengan perempuan pezina, akan diarahkan pada masalah 

perkawinan perempuan hamil karena hubungan zina, baik dengan laki-laki 

yang mengakibatkan kehamilan atau laki-laki lain.  

Kebanyakan fuqaha’ berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan 

wanita zina dibolehkan, sebab ia tidak tersangkut kepada hak orang lain, bukan 

istri dan bukan pula orang yang menjalani ‘iddah. Ada lagi sebagian fuqaha’ 

yang berpendapat lain, wanita zina tidak boleh dikawini.
53

 

Larangan sementara ialah larangan nikah yang berlaku untuk sementara 

waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka 
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larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan nikah sementara itu berlaku dalam hal-

hal tersebut dibawah ini
54

:  

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.  

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam 

waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari peremuan itu. 

Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawini sekaligus, dalam satu akad 

perk awinan, maka perkawinan dengan kedua perempuan itu batal. Bila 

dikawinnya dalam waktu berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah 

sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal. Hal ini dijelaskan 

Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 23 : 

ُمَاُقَدُْسَلَفَُ ُإِلاَّ ُٱلْأ خْتَ يْنِ  ...وَأنَُتََْمَع واُبَ يْنَ

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;...
55

 

b. Poligami di luar batas 

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini 

empat orang perempuan dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah 

seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habil pula 

masa iddahnya. Dengan begitu perempun kelima itu haram dikawininya dalam 

masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang keempat itu 

belum diceraikannya.  

 

                                                 
54

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan, hlm. 124-133. 
55

 Departemen Agama RI, al-Quran, hlm. 81. 



30 

 

 

 

c. Laranga karena ikatan perkawinan. 

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram 

dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup 

atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan 

oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini siapa 

saja. Keharaman pernikahan perempuan beruami ini terdapat dalam surat an-

Nisa’ ayat 24 : 

 ...النِّسَاءُِ مِنَُ وَالْم حْصَنَاتُ 

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...
56

 

d. Larangan karena talak tiga 

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik 

sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai 

mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnya. Larangan 

kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan 

kawinnya istri itu dengan suami kedua suatu akad perkawinan, tetapi setelah  

istri itu bergaul secara sah dengan suami keduannya itu, berdasarkan firman 

Allah yaitu : 

رَهُ ُمِنُۥقَهَاُفَلَاُتََِلُُّلَهُ فإَِنُطلََّ ُتنَكِحَُزَوْجًاُغَي ْ ...بَ عْد ُحَتَّم
57

 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami 

yang lain.
58
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e. Larangan karena ihram 

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak 

boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau 

tidak. Larangan itu tidak belaku lagi sesudah lepas masa ihramnya. 

f. Larangan karena beda agama  

Larangan yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan 

muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan 

perempuan nonmuslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. 

Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokan pada 

kafir kitabi yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan kitabi atau 

disebut juga musyrik. 

g. Larangan karena iddah 

Larangan iddah yaitu wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai 

maupun iddah ditinggal mati haram dinikahi oleh laki-laki sampai masa 

iddahnya selesai.
59

 Larangan iddah yaitu wanita yang sedang dalam iddah, baik 

iddah cerai maupun iddah ditinggal mati haram dinikahi oleh laki-laki sampai 

masa iddahnya selesai.
60
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B. Konsep ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf  

Kata ‘urf  berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diarikan dengan “al-

ma’ruf” ) .”dengan arti “sesuatu yang dikenal (الَْمَعْر وْف 
61

  Kata ‘urf secara etimologi 

berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. 

Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf  

berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi 

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau 

perbuatan.
62

 Menurut Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan ‘urf sebagai segala hal 

yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk 

perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan 

makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa, definisi ini mencakup ‘Urf 

fi’li>  atau dan ‘Urf Qauli.63
 Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf adalah 

apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara 

kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu 

perkara yang dilarang.
64

   

Dengan demikian ‘urf secara istilah dapat diartikan sebagai suatu 

kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan 

                                                 
61

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2011), 

hlm. 387. 
62

 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 140. 
63

Imam Kamaluddin Suratman, ”Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”, 

Tsaqofah: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 2, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 

2017), hlm. 282. 
64

 Imam Kamaluddin Suratman, ”Konsep ‘Urf , hlm. 282. 



33 

 

 

 

atau perbuatan yang telah lama dijalankan oleh masyarakat secara terus menerus. 

Seperti jual beli dengan tanpa menggunakan sighat jual beli dan sebagainya. 

Istilah ‘urf  dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-

‘adah (adat istiadat). Misalnya,  ‘Urf  berupa perbuatan atau kebiasaan di satu 

masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari sepaerti 

garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga 

tanpa mengucapkan ijab dan kabul (qabul). Contoh ‘urf  berupa perkataan, seperti 

kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm (daging) 

kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan 

waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan 

hukumnya dalam Al-Qur’an dan sunnah.
65

 

Kata ‘a>dat dari segi bahasa Arab akar katanya: ‘a>da, ya’u>du mengandung 

arti takra>ra (pengulangan) . Sehingga sesuatu yang dilakukan satu kali belum 

dinamakan ‘a>dat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk 

sampai disebut ‘a>dat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk 

perbuatan yang dilakukan tersebut.
66

 

Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang 

dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut 

sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia 

bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang 

sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan 
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sebagai ‘urf. Artinya, ‘urf  bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari 

norma dan aturan.
67

 

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan 

pengertian ‘urf  ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa 

kata al-’urf adalah sinonim dari kata‘a>dat. Pendapat kedua menyatakan bahwa al-

‘urf lebih umum daripada al-‘âdah. Al-‘urf mencakup ‘urf qauli dan ‘urf fi’li> 

adapun adat hanya mencakup ‘urf fi’li>.  Adapun kelompok ketiga berpendapat 

bahwa adat lebih umum daripada al-‘urf. Sebab, adat mencakup apa saja yang 

bersumber dari akal, tabiat, da n yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa 

perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat.
68

 

Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal 

tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini 

muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. 

Sedangkan dalam tataran praktis, fuqaha nyaris tidak membedakan kedua istilah 

tersebut. Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fikih di atas hanyalah 

perbedaan ungkapan ikhtilâf lafdzi dan tidak mengandung perbedaan yang 

signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. 

2. Macam-macam ‘Urf   

Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf dapat dilihat dari berbagai segi: 

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf  itu ada dua 

macam
69

 : 
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1) ‘Urf Qauli yaitu kebiaaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau 

ucapan. Contohnya, sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan 

“daging” pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup 

seluruh daging yang ada. Dengan demikian, apabila seorang pedagang 

daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, “Saya beli 

daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena 

berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. 

2) ‘Urf fi’li> yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contohnya, 

Umpamanya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan 

kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup 

menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan 

transaksi (akad). Kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman 

tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. 

b. Dari segi ruang lngkup penggunaannya, ‘urf terbagi kepada
70

: 

1) ‘A>dat atau ‘urf  umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-

mana, hampir diseluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan 

agama. Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan 

menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang 

berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.  

2) ‘A>dat atau ‘urf  khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang 

di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat 

dan di sembarang waktu. Umpamanya ‘a>dat menarik garis keturunan 
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melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui 

bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak. 

c. Sedangkan dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf dibagi dua macam juga, 

yaitu
71

: 

1) ‘Urf s}ah}i>h  adalah suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan 

dalil syara, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula 

sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan 

mafsadah (kerugian atau kerusakan). Contohnya, kebiasaan masyarakat 

dalam membayar mas kawin dengan salah satu cara; dengan kontan ataupun 

dengan utang, memberikan hadiah bingkisan (selain mas kawin) kepada 

mempelai wanita, baik sebelum ataupun ketika akad nikah. Dikarenakan 

kebiasaan-kebiasaan di atas tidak bertentangan dengan syarak, maka ia 

boleh dilestarikan dan dijadikan pijakan hukum. 

2) ‘Urf fa>sid yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau 

masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena 

menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya 

perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian, 

meminum arak ketika pesta, dan lain sebagainya. 

3. Syarat-syarat ‘Urf  

 

‘Urf  bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri melainkan tergantung oleh 

dalil asli hukum syara’, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi 
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penggunaan ‘urf tersebut. Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa 

persyaratan bagi ‘urf  yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu
72

: 

a. ‘Urf  itu harus ‘urf  yang s}ah}i>h} dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran 

Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negara 

bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak 

pemberi atau pemilik amanah.  

b. ‘Urf  itu harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi 

kebiasaan mayoritas penduduk negeri ini. 

c. ‘Urf  itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 

dilandaskan kepada ‘urf  itu.  

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait dari pihak yang berlainan 

dengan kehendak ‘urf  tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad 

telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, 

maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.  

4. Hukum ‘Urf  

Para ulama sepakat bahwa ‘urf  harus berdasarkan pada al- Qur’an, hadis, 

ijmak, dan dalil ‘aqliy. Adapun dalil dari al-Qur’an dalam surat al- A’ra>f ayat 199 

:  

 

ُِِٱلْعَفْوَُوَأْم رُْبٱِلْع رْفُِوَأعَْرِضُْعَنُِٱلمَْهِلِينَُ  خ 
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Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma’ru>f, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
73

 

 

Hadits Nabi yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan 

Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu: 

 

 حَسَنُ  فَ ه وَعِنْدَاللّهُِ حَسَنًا الْم سْلِم وْنَُ رأَهَُ  مَا
 

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu 

baik pula di sisi Allah.” 

 

Kata al-‘urf  dalam ayat tersebut, di mana umat manusia di suruh 

mengerjakannya, para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik, yang 

telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat itu dipahami 

sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga 

telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.
74

 

5. Kedudukan ‘Urf  

 

Dalam literatur yang membahas kehujjahan ‘urf  atau adat dalam istinbath 

hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang ‘urf  atau adat secara 

umum. Namun, para ulama banyak yang sepakat dan menerima ‘urf  sebagai dalil 

dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan ‘urf  s}ah}i>h} dan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan ‘urf al-‘ a>mm maupun 

‘urf al-khash.75
  

Secara umum ‘urf  atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama 

di kalangan ulama mazhab Hana>fiyah dan Ma>likiyah. Ulama Hana>fiyah 
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menggunakan Istihsa>n dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsa>n al-‘Urf 

merupakan istihsa>n yang menyandar pada ‘Urf. Oleh ulama Hana>fiyah, ‘Urf  itu 

didahulukan atas qiya>s kha>fi> dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam 

arti ‘urf itu mentakhsis umum nash.
76

 Ulama Ma>likiyah menjadikan ‘urf atau 

tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan 

hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan Ulama Sya>fi’iyah 

banyak menggunakan‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya 

dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.
77

  

Para ulama memandang ‘urf sebagai salah satu dalil untuk 

mengistinbathkan hukum Islam. Walaupun begitu mujtahid harus memperhatikan 

pembentukan hukumnya karena apa yang diketahui dan dibiasakan oleh manusia 

adalah sudah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. 

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan karena memperhatikan 

adat yang rusak berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’. 

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan 

tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh 

karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: “perbedaan 

itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.
78

 

Dari berbagai kasus ‘urf  yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan 

kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, di antaranya adalah : 
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  مُ َكَّمَة الَْعَادَةُ 

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”
79

 

 شَرْطاً كَالْمَشْر وْطُِ ع رْفاً الَْمَعْر وْفُ 

“Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi 

syarat”.
80

 

 

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap 

‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas‟ud yang 

dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu: 

ُحَسَنُ ُ عَنْدَاللّة ه وَُف َ  حَسَنًا الَْم سْلِم وْنَُ مَارَأهَُ 

“Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka 

yang demikian di sisi Allah adalah baik.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (filed research), 

Penelitian lapangan (field research ).
81

 Yakni untuk mengetahui secara 

intensif bagaimana tradisi pantangan pernikahan di Desa Kembaran 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.  Bila dilihat dari kedalaman 

analisisnya, Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah untuk difahami dan 

disimpulkan.
82

 Jadi, sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan 

hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat implikasi tradisi 

pantangan pernikahan dalam konsep ‘Urf. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan terhadap fokus 

penelitian yang menuntut penggunaan unsur informasi dan unsur metodologi 

yang lazim dikembangkan dalam disiplin ilmu, atau antar disiplin ilmu.
83

 

Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan 

menggunakan sudut pandang Islam yang bermuara pada teks-teks Al Qur’an 

dan Hadist, yakni menggunakan metode ushul fiqh berupa ‘Urf. Serta 

                                                 
81

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosdakarya, 

2016), Hlm. 26. 
82

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6. 
83

 Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 304. 



42 

 

 

 

pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori sosial 

khususnya teori sosiologi keluarga. 

C. Teknik Sampling 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel. Sampel  adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan 

dianggap dapat menggambarkan populasinya.  Penulis menggunakan teknik 

Snow Ball Sampling atau sampel bola salju yaitu teknik yang digunakan jika 

tidak memiliki informasi anggota populasi.
84

 Sampel yang didapat peneliti  

yaitu 2 responden untuk pelaku praktik pantangan pernikahan, 2 Tokoh 

Masyarakat. 

D. Sumber data  

Sumber data dalah subjek dari mana data diperoleh. Jika dilihat dari 

sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian melalui prosedur dan teknik pengumpulan data.
85

 Dalam 

penelitian ini data primer ialah hasil wawancara kepada para pelaku praktik 

pantangan pernikahan melewati Sugai Dewana dan pendapat serta tokoh 

masyarakat  di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas 

yang sedikit maupun banyak mengerti tentang larangan pernikahan tersebut. 
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b. Data sekunder  

Data Sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis, 

bahan ini berupa berkas atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta 

laporan hasil penelitian, buku harian. Proses pengumpulan sumber 

sekunder ini disebut juga sebagai kajian ditempat.
86

  

 Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia karya Prof. DR. Amir Syarifuddin, buku 

karya  Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.m. dan Drs. Sohari Sahrani, 

M.M., M.H. yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah 

Lengkap, kitab al-Fiqh al-Isla>mi > karya Wahbah az-Zuhaili>, buku-buku 

lainnya, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan tentang 

pernikahan. 
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 Tim Penyusun, Pedoaman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri 
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No Nama  Sebagai 

1 Bapak Bado Kepala Dusun Larangan 

2 Bapak Kamil Perangkat Desa Kembaran 

3 Bapak Dodi Pelaku Praktik 

4 Rohman Pelaku Praktik 
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E. Tempat Penelitian 

 Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di Desa Kembaran, Kecamatan 

Kembaran, Kabupaten Banyumas dimana sebagian masyarakatnya mempraktikan 

pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana.  

F. Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Metode Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke 

objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
87

 Jenis 

observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipasi pasif. Observasi 

partisipasi pasif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan cara 

datang di tempat kegiatan orang yang di amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut.
88

  

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

dengan cara mengamati secara langsung dengan secara keseluruhan dan 

mencatat hal-hal yang diperoleh dari hasil pengamatan yang terkait dengan 

”Pantangan Pernikahan Melewati Sungai Dewana Menurut Hukum Islam Di 

Desa Kembaran Kecamatan Kembaran. Di mana saja jalan yang tidak dialiri 

Sungai Dewana di Desa kembaran Kecamatan Kembaran. 

b. Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
89

 Disini 
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penulis akan menggunakan wawancara dengan tipe wawancara bebas 

terpimpin yang merupakan wawancara yang dalam yang masih 

memumungkinkan pertanyaan disesuaikan dengan situasi. Catatan-catatan 

pokok diperlukan agar tanya jawab tidak menyimpang dari garis-garis yang 

telah dipersiapkan dengan seksama, sedangkan kebebasan akan memberikan 

kesempatan untuk mengontrol jalannya wawancara agar tidak menjadi kaku 

dan beku.
90

 Penulis disini telah menyiapkan beberapa pertanyaan, agar hasil 

wawancara lebih fokus.  

Adapun orang yang akan diwawancari dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tokoh masyarakat Desa Kembaran  

2. Sebagian masyarakat yang masih menjalankan tradisi Pantangan 

Pernikahan Melewati Sungai Dewana di Desa Kembaran. Disini peneliti 

akan mewawancarai warga masyarakat Desa Kembaran yang dalam hal 

ini masih mempraktikkan pantangan tersebut.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data-data dalam penelitian dengan menyertakan bukti foto sebagai bukti 

bahwa peneliti telah melakukan penelitian dan mencatat keterangan yang 

ada relevansinya dengan penelitian.
91

  

Dalam metode dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan 

langsung ke kantor kepala Desa Kembaran agar mengetahui gambaran 

umum Desa Kembaran yang masyarakatnya sebagian masih mempraktikkan 
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tradisi pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana, data tersebut yang 

penulis peroleh yakni berupa dokumen yang berisi keadaan geografis Desa 

Kembaran. Selain itu, dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-

foto pada saat wawancara, foto Sungai Dewana di Desa Kembaran dan 

lainnya. 

G. Teknik Analisis  Data  

 Setelah data dikumpulkan, analisis yang dilakukan bersifat deskriptif 

kualitatif. Sehingga, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, mengemukakan gejala-gejala secara 

lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya, dan 

tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya.
92

   

Menurut Huberman dan Miles, mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga 

arus tindakan yang berbarengan yaitu
93

 :  

a. Reduksi Data   

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.  
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b. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Data yang disajikan bias berbentuk matriks, grafik, jaringan dan 

bagan. Namun, yang paling sering digunakan untuk data kualitatif ialah 

dalam bentuk teks naratif. Sehingga dalam penelitian ini, hasil yang 

diperoleh berupa wawancara, observasi dan wawancara.
94

 

c. Kesimpulan atau verifikasi  

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis 

data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 

yang di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.
95

  

Model kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menggunakan model 

induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil 

pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau 

suatu generalisasi.
96

 dengan kita melihat tradisi pantangan melewati  Sungai  

Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran, 

kemudian peneliti menyimpulkan bagaimana jika ditinjau dari sudut 

pandang hukum Islam, disini peneliti akan menggalinya dengan cara metode 

istinbath hukum Islam yaitu dengan menggunakan ‘urf .  
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BAB IV 

PANTANGAN PERNIKAHAN MELEWATI SUNGI DUWANA 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Kondisi Sosial Ekonomi Dan Keagamaan Desa Kembaran 

Secara Administrasi Desa Kembaran termasuk dalam wilayah Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas terletak di sebelah timur Kota Purwokerto 

sebagai Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk Desa Kembaran 

mencapai 5482 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1687 KK. Ibu Kota 

Kecamatan Kembaran terletak di Desa Kembaran dan merupakan lokasi atau 

tempat yang sangat strategis karena dekat dengan beberapa Perkantoran, Kantor 

Kecamatan, Polsek, Koramil, KUA, PPAI, Dinas Pendidikan/UPK.  

Secara geografis Desa Kembaran merupakan desa yang kaya akan dengan 

tanah sawahnya yang terhampar luas mencapai 106 Ha, begitupun dengan luas 

wilayahnya yang mencapai 166,552 Ha yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan 

Linggasari di sebelah Utara, Pliken di sebelah Selatan, kemudian Purbadana, 

Purwodadi, dan Sambeng Kulon di sebelah Timur, serta Desa Karangsari dan 

Bojongsari di sebelah Barat.
97

 

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Kembaran terfokuskan kepada mata 

pencaharian pokok seperti, pertanian, buruh tani, industri, pegawai negri sipil 

(PNS), perdagangan dan jasa. Lahan pertanian di Desa Kembaran  masih luas, 

sehingga banyak diantara warganya bekerja sebagai petani dengan jumlah 286 

orang. Sedangkan mereka yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 686 orang. 
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Lalu, wiraswasta/ pedagang berjumlah 114 orang, pekerjaan sebagai seorang 

karyawan baik dari pegawai negeri sipil, TNI atau polri dan swasta semuanya 

berjumlah 109 orang. Pekerjaan lainnya berjumlah 1330 orang.
98

 

Pendidikan masyarakat sangat penting dimiliki, agar masyarakat dapat 

memajukan desa atau memiliki pengetahuan yang dapat memberikan solusi dari 

setiap masalah yang ada di kehidupan sekitar. Sehingga, tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap kemajuan desa. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa 

Kembaran 21 orang tidak sekolah. 957 orang untuk lulusan sekolah 

dasar/sederajat. berjumlah 786 orang untuk lulusan SMP, posisi ketiga berjumlah 

628 orang untuk lulusan SMA/SMU. Sedangkan lulusan akademi/D1 D3 

berjumlah 51 orang, sarjana berjumlah 41 orang.
99

  

Masyarakat Desa Kembaran  mayoritas penduduknya beragama Islam, 

dalam mengamalkan agama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Ada 

5468 penduduknya beragama Islam, 9 orang beragama Katolik dan 5 orang 

beragama Protestan. Maka dari itu agama Islam di Desa Kembaran  adalah agama 

turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kembaran  

mencerminkan keIslamannya. kegiatan masyarakat Desa Kembaran berupa acara- 

acara keagamaan, di desa ini cukup banyak misalnya tahlilan, yasinan, pengajian, 

Sholawatan dan ngaji al-Qur’an. Bagi ibu-ibu dan juga banyak dari mereka yang 

mengikuti acara asmaul husna yang diadakan secara bergantian di setiap desa. 
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Selain itu, terdapat TPQ bagi anak-anak di masjid setiap hari sehingga tingkat 

religiusitas penduduk cukup tinggi dan bagus. 

Fasilitas yang dimiliki Desa Kembaran ialah 4 buah masjid dan 15 buah 

mushola. Walaupun memiliki satu masjid namun, setiap ada hari-hari besar 

seluruh masyarakat Desa Kembaran melakukan ibadah di masjid tersebut. 

Sedangkan untuk kegiatan tarawih, mereka melakukannya di musholla masing-

masing.  

B. Praktik Pantangan Pernikahan Melewati Sungai Duwana 

Pernikahan merupakan suatu  ritual yang terpenting dalam hubungan 

seorang manusia dengan lawan jenis. Dengan perkawinan diharapkan dapat 

membina rumah tangga yang langgeng, bahagia, sejahtera dan mempunyai 

keturunan yang sholeh serta sholehah. Ini jelas berbeda dengan praktik 

perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kembaran Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas terdapat suatu  tradisi adat yang hingga saat ini 

berkembang dan tetap dilaksanakan, yaitu adanya tradisi pantangan pernikahan 

melewati Sungai Duwana bagi orang yang akan menikah. Pantangan pernikahan 

yang dimaksud adalah larangan pernikahan terhadap pengantin melewati Sungai 

Dewana ketika temu pengantin. 

Adat istiadat merupakan perilaku budaya dan aturan-aturan yang di terapkan 

di dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas dari suatu 

daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang 

melakukannya. Di mana adat istiadat tersebut sulit untuk ditinggalkan karena 
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sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya 

dengan pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana di Desa Kembaran 

Kecamatan Kembaran tersebut. 

Sejarah pantangan pernikahan melewati sungai Dewana ini berdasarkan 

wawancara kepada Pak Bado selaku Kepala Dusun bahwa larangan perkawinan 

melewati Sungai Dewana berasal dari nenek moyang yang sudah menjadi suatu 

kebiasaan atau adat istiadat yang sudah sejak sebelum penjajahan yang lalu turun 

temurun hingga zaman modern ini masih ditaati sebagian masyarakat desa 

Kembaran.
100

 

Tujuan adanya pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana yaitu adat 

istiadat (kebiasaan) dipatuhi untuk menghormati leluhur nenek moyang karena 

mereka yang lebih dulu memercayai kebiasaan yang sering dilakukan ini; adat 

istiadat. Sehingga, mereka (nenek moyang) menurunkan kepercayaan ini kepada 

anak cucunya, dampak lain dari adanya pelanggaran pantangan pernikahan ini 

adalah kekhawatiran yang akan terjadi musibah atau malapetaka disalah satu 

pengantin apa bila tetap melanggar khususnya bagi pihak pelaku yang tidak 

mematuhi larangan perkawinan ini.
101

  

Praktik tradisi pantangan pernikahan melewati Sungai Dewana sudah mulai 

ditinggalkan masyarakat, akan tetapi sebagian masyarakat masih meyakini. 

Masyarakat yang melanggar pantangan perkawinan melewati Sungai Dewana, 
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dapat menyebabkan hal buruk yang menimpa para pelaku maupun keluarganya, 

seperti ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, rejeki seret, sakit-

sakitan bahkan kematian. Sebagaimana penjelasanya Bapak Kamil selaku 

Perangkat Desa Kembaran.
102

  

Jalan keluar untuk menghindari pantangan perkawinan melewati Sungai 

Dewana dengan cara calon pengantin laki-laki tidak melewati jalan yang dialiri 

sungai Dewana ketika temu pengantin. Jalan terdekat yang tidak ada aliran sungai 

tersebut berada di Desa Banteran Kecamatan Sumbang. Masyarakat yang 

mempercayai kebenaran tradisi tersebut yang hendak menikah dengan tetap 

menjalan tradisi pantangan pernikahan tanpa melanggar kepercayaan adat yang 

ada. Seperti yang dijelaskan Bapak Bado.
103

 

 Kepatuhan terhadap pantangan pernikahan tersebut dicontohkan oleh Bapak 

Dodi, ketika menuju rumah mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan 

yang bertempat di Kelurahan Mersi. Perjalanan menuju tempat mempelai wanita 

melalui jalan yang tidak dialiri Sungai Dewana  yaitu  terlebih dahulu melewati 

Desa Banteran Kecamatan Sumbang.
104

 

Alasan Bapak Dodi mempraktikan pantangan tersebut karena mendapat 

perintah  dari orang tuanya supaya tidak melewati sungai Dewana pada saat  

menikah untuk menghormati sesepuh nenek moyang dan juga sebagai  bentuk 
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melestarikan tradisi nenek moyang. Saudara pelaku pantangan pun berpendapat 

jika tidak melakukan pantangan tersebut tidak menjadi masalah, akan tetapi ada 

rasa kehawatiran jika melanggar patangan tersebut yang dapat mengakibatkan hal 

buruk yang tidak diinginkan kepada diri dan juga keluarganya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Rohman, Pernikahan yang 

dilakukan Beliau dengan calon pengantin wanita yang berasal dari Desa 

Karangsari, dimana desa tersebut bersebelahan dengan Desa Kembaran dan 

dibatasi oleh Sungai Dewana. Bapak Rohman menuturkan bahwa ketika akan 

melangsungkan pernikahan, Beliau berkeyakinan untuk tidak melewati jalan yang 

melintasi aliran Sungai Dewana, akan tetapi harus memutar terlebih dahulu 

melewati wilayah Desa Banteran Kecamatan Sumbang. 
105

  

Pandangan Saudara Rohman masih melakukan tradisi pantangan pernikahan 

untuk menghormati tradisi nenek moyang. Meskipun masyarakat sekitar banyak 

yang tidak mempercayai tradisi tersebut. Alasan Beliau masih mempercayai 

tradisi tersebut karena Beliau mengetahui makna tersirat dari tradisi pantangan 

pernikahan ini.  

Tradisi tidak melintasi aliran sungai Dewana ketika akan melangsungkan 

pernikahan selain sebagai bentuk penghormatan tradisi nenek moyang juga untuk 

menghindai malapetaka. Keyakinan tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun 
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masyarakat sekitar sungai Dawana dan mejadi sebuah syarat yang harus dilakukan 

bagi pasangan calon pengantin laki-laki.
106

 

Secara umum syarat dan rukun yang terdapat dalam pernikahan pantangan 

melewati Sungai Dewana sama dengan  pernikahan pada umumnya, hanya saja 

terdapat tambahan syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki yaitu tidak 

melintasi aliran Sungai Dewana. Pelaksanaan pernikahan dengan mematuhi tradisi 

dan tidak mematuhi tradisi tetap dianggap sah menurut agama maupun menurut 

hukum positif apabila dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun 

nikah. 

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pantangan Pernikahan 

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. 

Pernikahan yang sah harus pula memperhatikan larangan-larangan dalam 

pernikahan. Larangan pernikahan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak 

boleh dinikahi serta keadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan.  

Dalam hukum Islam membagi larangan perkawinan ke dalam dua bagian, yakni  

larangan yang yang bersifat mu’abbad (selamanya) dan larangan yang bersifat 

ghairu mu’abbad/muaqqat (sementara).
107

 

Larangan pernikahan adabi diakibatkan adanya hubungan darah meliputi;  

perkawinan dengan ibu; anak-anak yang perempuan, saudara-saudara yang 

perempuan, saudara-saudara bapak yang perempuan; saudara-saudara ibu yang 
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perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara yang perempuan. Diakibatkan adanya hubungan 

persusuan meliputi: ibu susuan; saudara perempuan sepersusuan; bibi sesusuan; 

paman sesusuan; anak saudara laki-laki atau sodara perempuan sesusuan. Akibat 

adanya hubungan pernikahan meliputi: ibu mertua; Anak (bawaan) istri yang telah 

dicampuri (anak tiri); Istri bapak(ibu tiri).; Istri anak (menantu).; Saudara 

perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama ada ikatan perkawinan.
108

  Larangan 

pernikahan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 23. 

Pernikahan jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya maka harus segera 

dilaksanakan bukan dicegah atau dihalangi. Larangan pernikahan melewati Sungai 

Duwana bagi calon mempelai bermaksud mencegah dan menghalangi calon 

mempelai untuk menikah karena dikhawatirkan hal buruk terjadi dan menimpa 

para pelaku maupun keluarganya, seperti ketidak harmonisan dalam kehidupan 

rumah tangga, rejeki seret, sakit-sakitan bahkan kematian.  

Dasar larangan pernikahan melewati sungai Duwana yang di gunakan 

masyarakat Desa Kembaran ini hanyalah dari motos. Sehingga, tidak ada dasar 

yang memperkuatnya, seperti dasar larangan perkawinan yang telah disebutkan di 

dalam Alquran maupun Hadis. Dasar larangan perkawinan ini masih sebatas 

asumsi atau prasangka sebuah motos. Dengan demikian, larangan pernikahan ini 

tidak sejalan dengan apa yang ada dalam al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber 

utama hukum Islam. Mengenai latar belakang pantangan pernikahan ini 

merupakan salah satu kepercayaan orang jawa. 
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Dalam ilmu usul fiqh terdapat yang namanya ‘Urf yaitu suatu kebiasaan 

yang berkembang dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan atau 

perbuatan yang telah lama dijalankan oleh masyarakat secara terus menerus yang 

diterima oleh akal sehat.
109

 ‘Urf menurut jumhur ulama ialah sah bila menjadi 

dasar dari hukum adat. Tetapi, ‘urf di sini harus sesuai dengan beberapa syarat 

yang ditentukan oleh jumhur ulama itu sendiri. Syarat-syarat dari ‘urf telah 

melakukan berbagai macam pertimbangan, salah satunya dengan melihat nilai 

kemaslahatan yang ada dan menolak kemadharatan. Seperti kaidah fiqih yang 

berbunyi: 

  مُ َكَّمَة الَْعَادَةُ ُ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”
110

 

Adapun keabsahan ‘Urf  ada dua macam yaitu ‘urf s}ah}i>h  dan ‘urf fa>sid. 

‘Urf s}ah}i>h adalah segala sesuatu bentuk kebiasaan yang sudah dikenal dan tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil syara’. ‘Urf tersebut tidak sampai mengharamkan 

hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. ‘Urf fa>sid adalah segala 

sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan dalil-dalil 

syara’. atau mengalalkan hal yang haram atau mengaharamkan barang yang 

halal.
111

 

Berdasarkan data yang diperoloeh setelah melakukan penelitian, penulis 

menemukan beragam jawaban mengenai praktik pantangan melewati  Sungai  
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Dewana bagi calon mempelai di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran. Ditinjau 

berdasarkan macam-macam ‘urf,  tradisi pantangan melewati  Sungai  Dewana bagi 

calon mempelai dapat diketahui kategori dari tradisi pantangan tersebut.  Apabila 

dilihat dari segi objeknya, pantangan pernikahan ini masuk dalam kategori ‘urf 

fi’li> yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan menghindari aliran sungai Duwana 

ketika akan temu pengantin mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. 

Jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, tradisi pantangan pernikahan 

ini termasuk ke dalam ‘urf kha>s, yakni tradisi yang dipakai oleh sebagian orang 

atau kelompok masyarakat tertentu. Tradisi pantangan melewati  Sungai  Dewana bagi 

calon mempelai ini hanya berlaku di masyarakat Desa Kembaran Kecamatan 

kembaran. Jadi, tidak semua masyarakat Indonesia memercayai pantangn ini. 

Selain itu, pantangan pernikahan ini hanya berlaku di bidang pernikahan saja dan 

tidak berlaku di bidang yang lain.  

Jika dilihat dari keabsahannya pantangan pernikahan ini juga masuk ke 

dalam kategori ‘urf fa>sid, yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan 

dalil syara’ karena dalam kebiasaan pantangan ini tidak ada dasar nas} al Qur’an 

maupun Hadist. Pantangan ini bermaksud untuk menghindari terjadinya musibah 

atau malapetaka bahkan kematian disalah satu pengantin apabila tetap melanggar 

khususnya bagi pihak pelaku yang tidak mematuhi larangan perkawinan ini 

karena ini sama artinya dengan tidak mempercayai ketetapan Allah SWT. 

Selain melihat dari macam-macam ‘urf, perlu kiranya penulis juga melihat 

dari perspektif syarat-syarat ‘urf. Karena tidak semua ‘urf dapat diterima jika 
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tidak memenuhi persyaratan ‘urf.  Diantara syarat-syarat tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. ‘Urf  itu harus ‘urf  yang s}ah}i>h} dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran 

Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah. Terkait dengan tradisi pantangan melewati  

Sungai  Dewana bagi calon mempelai yaitu tradisi yang melarang calon pengantin 

laki-laki tidak boleh melewati jalan yang dialiri Sungai Dewana ketika temu 

pengantin. Tradsi tesebut tidak sesuai atau bertentangan dengan nas hanya 

didasarkan pada pandangan yang bersifat mitologis, dalam hukum Islam 

seseorang boleh melakukan pernikahan apabila syarat-syarat dan rukun-rukun 

pernikahan telah terpenuhi, serta tidak melanggar larangan-larangan 

pernikahan. 

2. Urf  itu harus bersifat umum dan dikenal oleh mayoritas lingkungan 

masyarakat adat yang bersangkutan. Tradisi pantangan melewati  Sungai  

Dewana bagi calon mempelai merupakan tradisi turun temurun di Desa Kembaran 

Kecamatan Kembaran. Ketentuan  mengenai tradisi larangan nikah ini pada 

praktiknya hanya dilakukan oleh masyarakan yang mempercayai tradisi tersebut. 

3. ‘Urf  itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 

dilandaskan kepada ‘urf  itu. Tradisi pantangan melewati  Sungai  Dewana bagi 

calon mempelai merupakan tradisi turun temurun di Desa Kembaran Kecamatan 

Kembaran yang dilakukan sejak dulu, dan sampai saat ini sebagian masyarakat masih 

mempraktikan tradisi tersebut. 

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait dari pihak yang berlainan 

dengan kehendak ‘urf  tersebut. Bentuk ketidaksesuaiannya kebiasaan 
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pantangan pernikahan ini dapat kita cermati dalam Alquran dan Hadis. Kedua 

dasar hukum Islam tersebut tidak mengenal tentang adanya pantangan 

pernikahan berdasarkan kepercayaan masyarakat yang sifatnya hanya asumsi 

dan mitologis. Pantangan pernikahan ini secara otomatis juga dapat 

mempersulit pasangan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai 

perempuan dalam melangsungkan perkawinannya. Sehingga, terdapat nilai 

maslahat yang dilanggar. Kedua poin ini—maslahat dan dapat diterima oleh 

akal sehat, termasuk dua syarat ‘urf s}ah}i>h yang mana ‘urf  ini dapat menjadi 

sumber hukum. Tetapi, dalam hal di atas, dua syarat ini tidak terpenuhi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Pantangan perkawian melewati Sungai Dewana di Desa Kembaran 

Kecamatan Kembaran merupakan tradisi turun temurun yang hingga 

sekarang masih dilaksanakan sebagian masyarakat. Warga masyarakat 

Desa Kembaran percaya apabila melanggar maka akan terjadi 

ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, rejeki seret, sakit-

sakitan bahkan kematian. Akan tetapi jika ingin tetap melangsungkan 

penikahan maka harus dengan memutar lewat jalur yang tidak dialiri 

sungai Dewana, dimana jalan yang tidak ada alirian Sungai Dewana 

melewati Desa Banteran Kecamatan Sumbang.  

2. Tradisi pantangan melewati  Sungai  Dewana bagi calon mempelai bisa menjadi 

urf s}ah}i>h bilamana dalam praktik tradisi tersebut calon mempelai tidak 

meyakini   adanya dampak buruk yang akan terjadi akibat dari 

mempraktikan tradisi pantangan tersebut.  Adapun tradisi ini dapat 

menjadi ‘urf fa>sid bilamana dalam praktik tradisi pantangan melewati  

Sungai  Dewana bagi calon mempelai ini bertujuan untuk menghindari 

terjadinya musibah atau malapetaka bahkan kematian disalah satu 

pengantin apabila tetap melanggar pantangan tersebut.
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Kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat ini bertentangan dengan dalil-

dalil syara’, karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan larangan 

tersebut, serta sesorang boleh melakukan pernikahan apabila syarat dan 

rukun pernikahan tepenuhi dan tidak melanggar larangan pernikahan yang 

tertuang di Al Quran dan Hadist. 

B. Saran  

 Bagi masyarakat yang memercayai hukum adat, jangan sampai 

kepercayaan tersebut mempersulit masyarakat lain yang akan 

melangsungkan pernikahan. Tentu dengan adanya larangan tersebut, akan 

semakin banyak masyarakat yang dipersulit. Sejatinya dalam 

melangsungkan pernikahan, masyarakat harus memegang teguh syariat. 

Bagi mereka yang tidak percaya  larangan pernikahan tersebut, menurut 

penulis tidak masalah karena masih ada Alquran dan Hadis sebagai 

pedoman yang sah. 
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